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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Kinerja pengeloaan keuangan daerah
dan tingkat kemandirian serta trend kinerja pengeolaan keuangan daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo di era otonomi daerah tahun anggaran
2002-2014. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif
berupa rasio keuangan daerah dan trend pengelolaan keuangan daerah dengan
menggunakan data sekunder tahun anggaran 2002 hingga tahun 2014 yang
diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan pada APBD Kabupaten
Probolinggo dan trend dari kinerja pengelolaan keuangan daerah serta tingkat
kemandirian keuangan daerah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio
kemandirian keuangan daerah, IKR, rasio aktifitas masih rendah hal ini
menunjukkan rasio keuangan pada APBD kabupaten Probolinggo pada variable
tersebut belum mencerminkan kemandirian keuangan daerah Rasio efektifitas dan
rasio pertumbuhan PAD telah menunjukkan pertumbuhan positif. Namun trend
dari rasio keuangan dan tingkat kemandirian menunjukkan kemampuan
pemerintah kabupaten Probolinggo dalam merealisasikan dan mempertahanka
npendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2002-2014 telah berjalan efektif

Kata kunci :OtonomiDaerah, KinerjaKeuangan, RasioKeuangan, AnalysisTrend
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Performance Analysis and Financial Management in the Era of Regional
Autonomy Level Regional Autonomy: A Case Study of Probolinggo
(Fiscal Year 2002-2014)

Poppy Kemalasari

Department of Economic Development

Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of the financial management of the
area and the level of independence and performance trends of regional financial
pengeolaanProbolinggo regency administration decentralization of fiscal year
2002-2014. The analytical method used is quantitative descriptive analysis in the
form of local financial ratios and financial management trends using secondary
data of the fiscal year 2002 to the year 2014 were obtained from the Office of
Financial Management Probolinggo. The results showed that the financial ratios
in the budget Probolinggo and the trend of the performance of financial
management and the level of local financial independence above, it can be
deduced that the ratio of local financial independence, IKR, the activity ratio is
low it indicates financial ratios in the district budget Probolinggo on variables
has not yet reflect the effectiveness of local financial independence ratio and the
ratio of revenue growth has shown positive growth. But the trend of financial
ratios and levels of independence demonstrated ability Probolinggo district
government in realizing and retaining local revenues in the period 2002-2014 has
been effective.

Keywords: Autonomy, Financial Performance, Financial Ratios, Trend Analysis
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RINGKASAN

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian
Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Probolinggo
(Tahun Anggaran 2002-2014); PoppyKemalasari, 110810101108; 2015: 103

halaman; Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Disaat krisis melanda Indonesia, menyadarkan pemerintah serta masyarakat
akan kebutuhan reformasi total pada sistem pemerintahan dengan
diberlakukannya otonomi daerah. Dikarenakan ketidakmerataan pembangunan
yang berjalan menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Selain itu, campur tangan pemerintah pusat di masa lalu menyebabkan
terhambatnya Kkreatifitas serta upaya pengembangan potensi daerah. Otonomi
daerah merupakan sarama untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan
bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam
otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik
dibandingkan sebelum otonomi daerah. Penting bagi pemerintah daerah untuk
menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan
daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja pengelolaan
keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten
Probolinggo dan trend analysis-nya di era otonomi daerah tahun anggaran 2002-
2014,

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu
analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat
pembuktian dari masalah, sehingga memaparkan dan menjelaskan data melaluii
angka-angka, sedangkan penelitian deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan
data-data untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian. Data sekunder diperoleh

dari instansi dan pihak-pihak terkait dengan cara dokumentasi, yaitu
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mengumpulkan catatan-catatan atau data-data yang berhubungan dengan
penelitian.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada masa pemerintahan orde baru, pemerintah pusat melakukan seluruh
pengaturan ekonomi, sehingga pemerintah pusat menyokong sepenuhnya dana
yang dibutuhkan daerah dalam rangka membiayai seluruh kegiatan pemerintah
daerah untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah guna
mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Oleh sebab itu,
pemerintah daerah tidak perlu berupaya untuk mendapatkan penghasilan guna
membiayai seluruh kegiatan pemerintah daerah.

Namun, krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia pada awal tahun
1996 hingga tahun 1997 menyadarkan pemerintah serta masyarakat akan
kebutuhan reformasi total pada sistem pemerintahan yang ada di negara ini. Salah
satu pelaksanaan reformasi pemerintah adalah diberlakukannya otonomi daerah.
Pemberlakuan otonomi daerah lebih disebabkan oleh ketidakmerataan
pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, campur tangan
pemerintah pusat di masa lalu menyebabkan terhambatnya kreativitas serta upaya
pengembangan potensi daerah.

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh sebagian
masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan di daerah akhir-
akhir ini, membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah
tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah (Pemerintah Daerah), yang
dikenal dengan kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan diharapkan sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan,
potensi dan keanekaragaman dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Jadi, otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Alasan-alasan yang
menyebabkan lahirnya tuntutan tersebut adalah; Pertama, intervensi pemerintah

pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya
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kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses
pembangunan dan kehidupan demokasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan
inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah
seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai
alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, otonomi daerah
merupakan jawaban untuk memasuki era new game yang membawa new rules
pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. (Mardiasmo,
2001:3-4).

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 juga dinyatakan bahwa otonomi daerah
merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Bastian (2006:2, dalam Panggabean
2009) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan
daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, serta potensi
daerah tersebut. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat
memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dalam rangka
pelaksanaan  otonomi  daerah, diperlukan  pemberdayaan  masyarakat,
demokratisasi, peningkatan mutu layanan birokrasi, serta peningkatan mutu
pengawasan melalui lembaga legislatif. Perencanaan serta pengendalian dan
pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga berperan penting dalam
keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh sebab itu, peranan pemerintah
daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah sangat menentukan
keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan kemandirian daerah. Terlepas
dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah dalam rangka penerapan UU
tersebut, otonomi daerah diyakini menjadi jalan terbaik sebagai alat pendorong
pembangunan daerah dalam rangka menggantikan sistem pembangunan terpusat
yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan
daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi Undang-Undang No.
22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun
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1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah
digulirkan pada 1 Januari 2001. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah untuk
meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah
daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek
kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi
daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus
pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli
Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran
daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan
tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah.
Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiyaan dengan sistem
pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien.
Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan
kerjanya guna memenuhi pelayanan publik. Dengan adanya otonomi daerah,
kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga
tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya
kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah
dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun
disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang
menurut kesiapan daerah untuk pelaksanaanya, karena semakin besar urusan
pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada
beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber
daya keuangan, sarana dan prasarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah
satu dasar Kkriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam
mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah
sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri
guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri
pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.
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Adanya Undang-Undang tersebut telah mengakibatkan pergeseran
paradigma penyelenggaraan pemerintah dari paradigma sentralis ke arah
desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata
kepada daerah. Perubahan paradigma juga merupakan kesempatan yang penting
bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam
melaksanakan urusan-urusan pemerintah lokal sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan masyarakat lokal. Banyak harapan yang dimungkinkan dari penerapan
otonomi daerah, seiring dengan itu tidak sedikit pula masalah, tantangan, dan
kendala yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-
Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keungan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah ini memberikan
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, tiap-tiap pemerintah
kabupaten/kota mempunyai hak untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana
tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
(Hermansyah, 2007:2)

Pengalihan pembiayaan atau desentralisasi fiskal secara singkat dapat
diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang
lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi
atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya
kewenangan bidang pemerintahan yag dilimpahkan (Saragih, 2003:83).
Paradigma pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun
kota/kabupaten mengalami perubahan yang sangat berarti seiring dengan
ditetapkannya otonomi daerah sejak awal tahun 2001. Hal ini ditandai dengan
berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga hal tersebut memerikan
peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada

menyangkut sumber daya manusia, dana dan sumber kekayaan daerah lainnya.
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Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang
lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi
prinsip value for money serta partisipasif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan
akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan
demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti
daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan
otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan Good
Governance dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam
kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan
bersih. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan
Negara. Menurut Sedarmayanti (2003:2) perlu diperhatikan pula mekanisme
untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat
peran kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi
masyarakat luas. Pada dasarnya terdapat tiga pilar utama didalam mewujudkan
Good Governance, yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Efektif dan
Efisien, Kepastian Hukum, Reponsif, Konsensus, Setara dan Inklusif,.

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah bersangkutan. Pada
prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD maka akan
menunjukkan semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada pusat.
Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 33 tahun
2004, PAD disini merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) sehingga daerah otonom berhak mengatur dan membiayai
daerahnya sendiri. PAD nantinya diharapkan dapat menjadi opsi utama dalam
membiayai rencana kegiatan-kegiatan dan kebutuhan daerah. Sebab semakin
banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD itu menunjukkan
semakin tinggi kualitas otonominya yang dimana itu menunjukkkan semakin

mandiri daerah itu (Destrika, 2006:2). Pendapatan asli daerah adalah sumber
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penerimaan keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah bersangkutan
diperoleh dari empat komponen yaitu dari sektor pajak daerah, retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-undang nomor
33 tahun 2004).

Sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, konsekuensi pelaksanaan
otonomi daerah ialah tuntutan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mampu
membiayai sendiri penyelenggaraan pembangunan daerah serta pemberian
pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan
bahwa daerah harus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang merupakan tolok ukur keberhasilan daerah dalam rangka melaksanakan
otonomi daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
menunjukkan bahwa ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat semakin
kecil.

Wilayah Kabupaten Probolinggo salah satu kabupaten yang terletak di
provinsi Jawa Timur bagian utara dimana berdasarkan wilayah administratifnya
sebelah utara berbatasan dengan selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan
Kabupaten Situbondo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lumajang
dan Kabupaten Jember dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.
Luas wilayah mencapai 1.696.160 km? merupakan daerah lahan persawahan.
Wilayah Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 kecamatan dan tersebar menjadi
330 desa.
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Gambar 1.1 Grafik Realisasi PAD Kabupaten Probolinggo tahun 2001-2012 (Rupiah)
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, 2015, diolah
Berdasarkan Gambar 1.1 tiap tahunnya realisasi PAD Kabupaten

Probolinggo dalam jangka waktu 7 tahun yaitu mulai tahun 2006-2012 mengalami
fase peningkatan berturut-turut. Hal ini terbukti dari dimana total PAD pada tahun
2009 mengalami peningkatan sebanyak 7% sehingga menjadi Rp. 42.
548.002.266. Begitu juga pada tahun 2010 total PAD Kabupaten Probolinggo
mengalami peningkatan sebanyak 7% sehingga total menjadi Rp. 46.024.665.849.
Pada tahun 2011 total PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu
sebesar 39% peningkatannya sehingga total menjadi Rp. 75.654.859.912.
Peningkatan total PAD terus berlanjut pada tahun 2012 yaitu sebesar 16%
sehingga pencapaian total menjadi Rp. 90.009.457.309. Hal ini memberikan
gambaran bahwa potensi daerah yag ada apabila dapat dimanfaatkan seoptimal
mungkin dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada daerah.

Dalam kontes otonomi daerah, kemampuan untuk menyelenggarakan
otonomi daerah ditunjukkan dengan peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
signifikan dalam membiayai belanja daerahnya yang tercermin pada kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan adanya otonomi daerah,
pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, termasuk dalam masalah
keuangan daerah. Meski begitu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004, pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan berupa Dana Perimbangan
yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta
Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah. Kebijakan atas penggunaan
seluruh dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah dengan harapan agar
pemerintah daerah dapat menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat
tersebut secara efektif dan efisien guna meningkatkan pelayanannya kepada
masyarakat.

Untuk wilayah Kabupaten Probolinggo, berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Efendi dan Sri Wuryanti (2011) diperoleh temuan bahwa

perkembangan disektor keuangan di Kabupaten Probolinggo masih kurang dan
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diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan  dengan
mengidentifikasi potensi daerah sebagai peluang baru untuk sumber-sumber
penerimaan demi mendukung terlaksananya otonomi daerah. Salah satu cara
untuk melihat seberapa besar kinerja keuangan daerah dan sistem
pengelolahannya apakah sudah transparan, jujur, dan efektif maka dapat dilakukan
dengan cara melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD daerah tersebut
(Whittaker dalam Wenny, 2012:42 dan Kaho 2012:292-293). Apabila dalam
realisasinya ternyata PAD masih kecil atau masih dalam jumlah yang belum
mencukupi pembiayaan daerah menandakan bahwa rasio keuangan daerah
tersebut masih rendah. Rendahnya rasio keuangan ini menadakan bahwa kinerja
keuangan daerah juga masih rendah karena dalam melakukan pembiayan untuk
kegiaan-kegiatan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat, sehingga
diperlukan suatu langkah prioritas strategi untuk meningkatkan PAD tersebut.
Peningkatan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan cara melihat kondisi
internal daerah yang bersangkutan, seperti untuk di Kabupaten Probolinggo
dengan melakukan peningkatan kapasitas fiskal yaitu dengan mengoptimalkan
salah satu sumber penerimaan daerah, yaitu pajak daerah karena selama kurun
waktu 12 tahun (2001-2012) tersebut penerimaaan pajak daerah masih tergolong
kecil. Selain itu juga dari dengan mempertimbangan kondisi eksternal lainnya,
seperti pemanfaatan SDA yang ada. Nantinya untuk meningkatkan PAD tersebut
dengan menghitung potensi PAD riil yang dimiliki oleh daerah tersebut
(Syaharudin et al, tanpa tahun).

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah
yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat
kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Pobolinggo berdasarkan
analisis Rasio Keuangan pada APBD di era otonomi daerah tahun
anggaran 2002-2014?
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2. Bagaimana trend dari tingkat kemandirian Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo di era otonomi daerah tahun anggaran 2002-
2014?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang diatas maka tujuan dari
penelitian ini adalah.
1. Menganalisa kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat
kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo di era otonomi
daerah tahun anggaran 2002-2014.
2. Mengetahui trend dari tingkat kemandirian Pemerintah Daerah
Kabupaten Probolinggo di era otonomi daerah tahun anggaran 2002-
2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta

manfaat untuk berbagai pihak:

1. Kepentingan akademis, memberikan tambahan informasi dalam
wacana akademik dan dapat dijadikan referensi dan perkembangan
penelitian sejenis dalam masa mendatang.

2. Kepentingan penulis, untuk mengembangkan wawasan berpikir serta
menambah ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti
sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai fenomena yang
terjadi dengan dasar teori.

3. Kepentingan praktisi, diharapkan dapat membantu bagi pihak-pihak
perumusan masalah serta bagi pihak pengambil kebijakan yang

berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Definisi Otonomi Daerah

Menurut Widarta (2001, dalam Bawono, 2006) dijelaskan bahwa otonomi
berasal dari bahasa Yunani, yaitu Autos yang berarti sendiri dan Nomos yang
berarti aturan. Oleh sebab itu, otonomi memiliki makna kebebasan dan
kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri. Sedangkan
menurut Suparmoko (2002, dalam Sakti, 2007) otonomi daerah secara umum
diartikan sebagai pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud
dengan otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah sangat berkaitan
dengan desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri
sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan
bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah didasarkan kepada desentralisasi
dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan
otonomi yang luas merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan perundang-undangan.
Disamping itu, keluasan otonomi juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat
dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian, serta evaluasi. Otonomi yang nyata merupakan
keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang

tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di
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daerah. Dan otonomi yang bertanggungjawab merupakan perwujudan
pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada
daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, keadilan, pengembangan kehidupan
demokrasi dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat
dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI (Sakti,

2007).

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan upaya
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan
kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mardiasmo
(2002:59) menyatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah
adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian
daerah. Oleh karena itu, peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk
mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja
yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik
perkembangan anggaran dan realisasi merupakan informasi penting untuk
membuat kebijakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk melihat
kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 2001, dalam Sakti, 2007).

Dalam kerangka Negara Kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki
kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Untuk itu menurut
Bastian (2006:338) ada beberapa asas penting dalam Undang — Undang otonomi
daerah yang perlu dipahami, yaitu:

a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

b.  Asas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

c.  Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan
desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana,

dan prasana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan
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pelaksanaanya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang
menugaskan.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem
pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup
pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta
pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan
transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah,
sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara
penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan
pengawasannya.

Hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah kebijakan publik

yang kuat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa,

dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan manajemen

pengelolaan dana daerah. Arahan yang diberikan oleh undang-undang ini sudah

sangat baik. Hasil yang diinginkan terkait dengan ketaatan penerapan dan

kesesuaian isi pokok-pokok aturan dengan kondisi daerah otonom lain, yaitu:

a.

Di bidang Pendapatan, UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Reribusi
Daerah sebagai pengganti UU No. 18 Tahun 1997 (sebelum otonomi)
sekaligus dengan PP No. 65 dan 66 tahun 2000 sebagai peraturan
pelaksanaan mampu mendorong daerah untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD).

Di bidang Belanja, PP Nomor 104 s/d 110 merupakan regulasi pengelolaan
belanja daerah.

Reformasi pembiayaan melalui perubahan regulasi merupakan satu bentuk

kebijakan publik dalam upaya mengganti pendekatan manajemen pendapatan dan

belanja melalui pengaturan kembali ketentuan yang ada dalam pengelolaan biaya.

Berdasarkan definisi Anderson dalan Tangkilisan (2003:26) bahwa:

“Penerapan reformasi pembiayaan berarti bahwa pemerintah telah melakukan
pengaturan pengelolaan sumber daya melalui penetapan peraturan dengan
tujuan agar pengelolaan pendapatan dan belanja daerah oleh pemerintah daerah

lebih baik dari sebelumnya.”
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Paradigma pembiayaan APBD oleh pemerintah melalui regulasi
sesungguhnya memiliki keterkaitan dengan beberapa teori dan penelitian tentang
pengelolaan biaya yang hampir relevan dengan apa yang dimaksud reformasi
pembiayaan yaitu pengelolaan biaya yang merupakan suatu pengembangan
organisasi karena secara terus-menerus memberikan dan menawarkan ide bagi
organisasi untuk meningkatkan pelanggan dan mengurangi biaya. Aspek kedua
yaitu bahwa secara sikap atau kebijakan, pengelolaan biaya harus seluruhnya
dihasilkan dari suatu keputusan manajemen, bila dikaitkan dengan tata
pemerintahan khususnya di daerah, maka pengelolaan biaya yang paling relevan
adalah menghasilkan aturan / kebijakan tertulis melalui suatu regulasi dibidang
penerimaan atau regulasi di bidang pengeluaran. Melalui otonomi daerah
diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan. Pemerintah
daerah diharapkan mampu memainkan peranan dalam membuka peluang
memajukan daerah dengan menumbuh kembangkan seluruh potensi sumber
pendapatan daerah dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien
dan efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan Kinerjanya.
(Martha, 2009).

Menurut Halim (2001:19), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan
otonomi daerah adalah:

(1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki
kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan,
mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah.

(2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh
karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung
oleh kebijakankeuangan pusat dan daerah.

Secara umum ada lima aspek yang dipersiapkan dalam pengaturan perubahan
otonomi daerah, yaitu:

1.  Pengaturan kewenangan.

2. Pengaturan kelembagaan.

3. Pengaturan personil.
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4.
S.

Pengaturan asset dan dokumen.
Pengaturan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi

menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pelaksanaan

otonomi daerah adalah :

1.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan
bertanggungjawab.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah
kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan
otonomi yang terbatas.

Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga
tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah serta antar pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah
otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi
wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina
oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan,
kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkotaan baru, kawasan

pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan “Peraturan Daerah Otonom”.

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi
legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun
fungsi anggaran atau penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan
pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah.

Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari
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pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa
yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya
manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan pernyataan mengeni estimasi kinerja yang hendak
dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.
Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang
menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi (Mulyadi, 2009).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Wajong
(1962) didefinisikan sebagai rencana pekerjaan keuangan (financial workplan)
yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan Legislatif (DPRD)
memberikan kredit kepada Badan Eksekutif (Kepala Daerah) untuk melakukan
pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang
menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan
untuk menutup pengeluaran tadi.

Dalam pasal 1 ayat 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, disebutkan
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sesuai

dengan peraturan itu pula, keuangan daerah harus dikelola secara :

1. Tertib, yaitu keuangan daerah harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna
yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-
jawabkan.

2. Taat, yaitu pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

3. Efektif, yaitu pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan
dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

4. Efisien, yaitu pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan
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tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran
tertentu.

5. Ekonomis, yaitu pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada tingkat harga terendah.

6. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya
mengenai keuangan daerah.

7. Bertanggungjawab, yaitu perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya,
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan, yaitu keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan
pertimbangan yang obyektif.

9. Kepatuhan, merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan
wajar dan proporsional.

10. Manfaat untuk masyarakat, berarti bahwa keuangan daerah diutamakan
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, harus
didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang
cukup. Pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pendapatan
daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipergunakan sebagai
alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantuu

pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran
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di masa yang akan datang. Dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah struktur APBD merupakan satu kesatuan

yang terdiri atas tiga komponen yaitu:

1.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah yang dianggarkan
dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan
memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Dana Perimbangan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah harus digunakan untuk
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Belanja daerah dikelompokkan menjadi:

a. Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga,
belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bantuan
keuangan, belanja bagi hasil pajak dan belanja tidak terduga.

b. Belanja langsung yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan
mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan Jaringan,
serat belanja aset daerah.

c. Belanja transfer.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang Dbersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas:

a. Penerimaan daerah yang terdiri atas sisa laba perhitungan anggaran tahun
lalu (SILPA), pencairan dana, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan
kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, dan

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
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b. Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas pembentukan dana cadangan,
penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman

daerah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan
sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan
pemerintah  pusat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Dengan adanya kewenangan tersebut, maka daerah juga memiliki wewenang
untuk membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hasil tersebut, maka Pendapatan Asli
Daerah (PAD) juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah yang
tertuang dalam anggaran belanja daerah. Bahkan diharapkan, Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dapat selalu meningkat setiap tahunnya. Dan tiap daerah diberikan
keleluasaan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai
wujud dari asas desentralisasi. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam
penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah
yang terdapat dalam APBD selain Dana Sisa Anggaran Tahun Lalu, Dana
Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan Daerah yang sah. Menurut
Undang-undang nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah sumber
penerimaan keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah bersangkutan
diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,
hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah. Penerimaan itu murni seluruhnya menjadi hak milik
pemerintah daerah tanpa harus dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan
daerah (basis akrual) merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai tambahan
nilai kekayaan bersih (Panggabean, 2009:33).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga telah diatur dalam pasal 79 Undang-

undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dimana merupakan
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salah satu komponen sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan itu diperoleh
dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diperoleh pemerintah daerah.
Berdasarkan ketentuan itu maka PAD merupakan sumber pendekatan daerah
dengan mengelolah dan memanfaatkan potensial daerahnya secara baik dan
bijaksana serta didalam mengelola, mengolah dan memanfaatkan potensi daerah.
Dalam administrasi keuangan daerah PAD adalah pendapatan daerah yang diurus
dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksud sebagai sumber PAD yang
digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa kinerja
keuangan daerah dikatakan lemah apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah
lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat dan
konstribusi PAD tehadap kebutuhan pembiayaan sangat minim. Namun
sebaliknya, jika kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak didanai dari
PAD menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tersebut kuat. Olehsebab itu,
dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berlanjut
diperlukan suatu langkah optimalisasi penerimaan daerah. Sumber penerimaan
daerah yang dimaksut disini tidak lain adalah dalam bentuk Pendapatan Asli
Daerah yang dimana nantinya dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di
daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Soekarwo, 2003:71).

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh individu atau suatu
kelompok seperti badan kepada daerah yang berbentuk imbalan langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang nantinya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah (Prakoso, dalam Atmaja, 2011:13).
Menurut pendapat Kesit (dalam Panggabean, 2009:34) berpendapat bahwa pajak
adalah iuran wajib tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dilakukan oleh
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seorang individu atau badan yang bersifat memaksa karena telah tertuang dalam
undang-undang yang hasilnya nanti digunakan untuk pembiayaan daerah.
Tiap-tiap daerah provinsi, kabupaten maupun kotamadya nantinya akan
dikenai pajak yang besarnya untuk pajak provinsi atau pajak tingkat | dimana
ditentukan oleh peraturan pemerintah dimana semua daerah besarnya sama.
Sedangkan untuk jenis pajak kabupaten atau kota atau pajak tingkat 11 tiap-tiap
daerah tentunya berbeda sesuai dengan peraturan daerah masing-masing dan upah
minumam daerah bersangkutan yang nantinya digunakan untuk pembiayaan
daerah masing-masing (Simanjuntak, dalam Panggabean, 2009:34). Sesuai
Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, pajak darah terdiri dari dua jenis. Dari beberapa jenis tersebut dibagi
menjadi beberapa macam. Jenis dan macam-macam pajak daerah dapat dilihat di
Tabel 2.1 berikut.
Tabel 2.1 Jenis dan Macam Pajak Daerah

Jenis Macam
Pajak Provinsi/ Pajak Tingkat | 1. Pajak Kendaraan

Bermotor

2. Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor

3. Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor

4. Pajak Air Permukaan

5 Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten atau Kota/ Pajak Tingkat
I

1 Pajak Hotel

2 Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4, Pajak Reklame

5 Pajak Penerangan Jalan

6 Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan

7. Pajak Parkir

8. Pajak Air Tanah

9 Pajak Sarang Burung Walet

10. Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

11. Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.
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Sumber: Simanjuntak, dalam Panggabean, 2009

Pajak daerah dapat dinilai dengan menggunakan tolak ukur diantaranya:
hasil yang didapat, daya guna ekonomi, dan kemampuan kecocokan sebagai
sumber penerimaan daerah (Davey, dalam Mukhlis, 2010). Devy (dalam
Panggabean, 2009:35) beranggapan bahwa berhasil atau tidaknya suatu
pemerintah daerah mengelolah sumber-sumber penerimaan pajak tersebut
tergantung dari kemamampuan pemerintah itu sendiri dalam mengelolah dan
mengoptimalkan faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan itu. Beberapa
ciri-ciri pajak daerah diantaranya yaitu: (1) pajak daerah berasal dari pajak negara
yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, (2) penyerahan dilakukan
berdasarkan undang-undang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan
kekuatan undang-undang dan atau peraturan hokum lainnya, (3) hasil pungutan
pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan
rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan
hukum politik (Kaho, dalam Mukhlis, 2010).

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan
daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena
memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis,
ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan
materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan
yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi
daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah
untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat (Undang-undang nomor 32
tahun 2004). Menurut Munawi, retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang
dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk dan dapat

dipaksakan oleh pemerintah dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk (dalam


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Kaho, 1991:153). Beda retribusi daerah dengan pajak daerah jika dilihat dari sifat

khususnya adalah:

1. retribusi daerah bersifat kembar, artinya dari satu jenis sumber retribusi dapat
dikenakan pembayaran untuk dua atau tiga jasa instansi dan hal ini berbeda
dengan pajak yang hanya oleh satu instansi atasnya;

2. pungutan retribusi didasarkan pada pemberian jasa kepada pemakai jasa;

3. pemungutan retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang telah
mendapatkan jasa dari pemerintah daerah, baik anak-anak maupun orang
dewasa sementara pajak dibayar oleh orang-orang tertentu, yaitu wajib pajak;

4. pemungutan retribusi dilakukan berulangkali terhadap seseorang sepanjang ia
mendapatkan jasa dari pemerintah daerah sehubungan jumlahnya relatif kecil
maka pembayarannya jarang diangsur.

Retribusi daerah secara khusus yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran
pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk
kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung
maupun tidak langsung (Nasrun dalam Kaho,1991:152). Selain itu, retribusi
daerah juga merupakan pembayaran atas jasa baik jasa pekerjaan, jasa usaha
maupun milik daerah yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung.
Contoh jenis retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan
retribusi perizinan tertentu. Ciri-ciri mendasar retribusi daerah adalah (1)
Retribusi dipungut oleh Negara; (2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara
ekonomis; (3) Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; (4)
Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau

mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara (Kaho dalam Bakhrudin, 1991).

C. Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
pendapatan daerah berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran
belanja daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang lalu disetor ke kas
daerah. Hal ini dilakukan oleh perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan

motif pendirian dan pengelolahan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu
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kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa,
menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian
daerah (Undang-undang nomor 32 tahun 2004).

Sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit atau
keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan
kemanfaatan umum. Selain itu perusahaan daerah nantinya diharapkan dapat
memberikan konstribusi bagi pendapatan daerah tapi. Dengan Kkata lain,
perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang tetap harus terjamin
keseimbangannya, vyaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Alasan yang
melatarbelakangi perlu dibentuknya perusahaan daerah yakni : (1) Orientasi
profit; (2) Orientasi non profit, antara lain untuk membenahi market failure dan
fungsi sosial; (3) Komitmen terhadap perencanaan pembangunan ekonomi
Nasional jangka panjang; (3) Menggeser ekonomi kapitalis ke sosialis (Pratikno,
2002:35). Bentuk organisasi perusahaan daerah bisa berupa bagian langsung dari

dinas pemerintah daerah atau bersifat semi swasta.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas dan lain-lain
usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang terbuka bagi pemerintah daerah
untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi yang dimana
dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau
memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah yaitu pendapatan yang diperoleh dari instansi-
instansi daerah dan pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh
pemerintah daerah. Instansi-instansi memiliki tugas dan fungsi sebagai pemberi
pelayanan terhadap masyarakat tanpa menghitung untung atau rugi sebagai unsur
pelaksana pemerintah daerah (Destrika, 2006:15).

Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 33
tahun 2004 yang selanjutkan disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang
nomor 33 tahun 2004, bahwa Lain-lain PAD yang sah meliputi: (1) hibah; (2)

penjualan asset daerah; (3) jasa giro; (4) penerimaan ganti rugi atas kekayaan
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daerah; (5) angsuran kendaraan bermotor; (6) sumbangan dari perum jasa raharja
dan rupa-rupa pendapatan lain. Keenam komponen lain-lain PAD yang sah
tersebut merupakan sumber keuangan daerah dan masing-masing memberikan
konstribusi bagi penerimaan PAD. Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun
2004 yang dimaksud dengan “Lain-lain PAD yang sah” antara lain penerimaan
daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset
daerah. Sumber PAD yang sah adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-
pendapatan lainnya yang diperolen secara sah oleh pemerintah daerah.
Penerimaan lain-lain sebagai sumber PAD dalam APBD mencakup berbagai jenis
penerimaan dari hasil penjualan alat-alat dan bahan sisa, penerimaan dari sewa,
bunga pinjaman bank dan giro, dan penerimaan denda yang dipikul kontraktor.
Menurut Kaho (dalam Bakhrudin,1991), sekalipun dinas-dinas daerah fungsi
utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa perlu
memperhitungkan untung rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat
didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan

pelayanan jasa dengan imbalan sebagai sumber pendapatan daerah.

2.1.4 Belanja Daerah

Pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah daerah, baik dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun dana perimbangan, digunakan oleh
pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Penulis mendapati beberapa
definisi belanja daerah dari beberapa undang-undang serta peraturan pemerintah
yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja daerah merupakan semua
pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi
beban daerah. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
menyebutkan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dan menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah
merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, dalam
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah meliputi

semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana

lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang wajib menjadi kewenangan daerah yang
terdiri urusan wajib, urusan pilihan, serta urusan yang penanganannya dalam
bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan
ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta
mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan
masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar
pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan struktur anggaran daerah, elemen-elemen yang termasuk
dalam belanja daerah terdiri dari : (Bawono, 2008)

1. Belanja aparatur daerah, merupakan bagian belanja yang berupa belanja
administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/
pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan
yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dapat dinikmati

oleh masyarakat (publik).

2. Belanja pelayanan publik, merupakan bagian belanja yang berupa belanja
administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/
pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan
yang hasil, manfaat, dan dampaknya dapat dinikmati oleh masyarakat (publik)

secara langsung.

3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, merupakan pengeluaran pemerintah
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dengan kriteria :

a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layaknya
terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.

b. Tidak mengharap dibayar kembali pada masa yang akan datang, seperti
yang diharapkan dala suatu pinjaman.

c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan yang layak seperti yang
diharapkan pada kegiatan investasi.
4. Belanja tak tersangka, merupakan pengeluaran yang disediakan untuk :

a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat
membahayakan daerah.

b. Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan/atau
yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang
dibebaskan (dibatalkan) dan/atau kelebihan penerimaan.

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, rancangan penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja daerah terdiri atas 2 bagian,
yaitu :

1. Belanja tidak langsung, merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang
digunakan untuk membiayai operasional pemerintah daerah dan hasilnya tidak
dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, contohnya : belanja gaji dan
honorarium pegawai, belanja perjalanan dinas, dan lain-lain. Belanja rutin
merupakan pengeluaran pemerintah yang rutin dilakukan secara terus-menerus
sepanjang periode anggaran.

2. Belanja langsung, merupakan belanja pemerintah yang sifatya tidak rutin, dan
umumnya menghasilkan wujud fisik yang manfaatnya dapat dinikmati lebih
dari satu tahun. Belanja pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah dengan
tujuan untuk peningkatan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dinikmati
secara langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh adalah pembangunan jalan,
jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.1.5 Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 (sekarang diganti dengan
PP Nomor 58 Tahun 2005), tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentukkekayaan daerah tersebut, dalam kerangka
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan terhadap
keuangan daerah setelah dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah. Beberapa peraturan pelaksanaan sebagaimana yang dikemukaan
oleh Halim (2007:2) antara lain:

1.  Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

5. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tanggal 17 November
2000 Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.

6.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta
Tata Cara Penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah,
serta Pernyusunan Perhitungan APBD.

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

8.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sumber-sumber Pendapatan/Penerimaan Daerah menurut undang-undang
nomor 33 Tahun 2004:

1)  Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah:
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2)

3)

Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari
dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai dari dan atas

beban Anggaran dan Pendapatan Belanja.

Sumber Pendapatan Daerah:

a.

Pendapatan asli daerah, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi
daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan
milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah.

Dana perimbangan.

Pinjaman daerah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Persentase Dana Perimbangan:

a.

Dana Perimbangan:

1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Banguanan, dan penerimaan dari
sumber daya alam.

2) Dana alokasi khusus.

3) Dana alokasi umum.

Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor

pedesaan, perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan diterima langsung oleh daerah penghasil.

Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor

petambangan serta kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam,

diterima oleh daerah penghasil dan daerah lainnya untuk pemerataan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Negara dan Pajak Bumi dan Bangunan dengan pembagian

imbalan 10% untuk Pemerintah psat dan 90% untuk daerah.

Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk

Pemerintah Daerah.
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£.10% penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 20% penerimaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi bagian dari
Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota.

g. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor
pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan
20% untuk Pemerintahan Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah.

h.  Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan
minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang
bersangkutan dibagi dengan imbangan sebagai berikut:

1) Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi yang berasal
dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 85% untuk
pemerintah pusat dan 15% untuk pemerintah daerah.

2) Penerimaan Negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari
wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 70% untuk
pemerintah pusat dan 30% untuk pemerintah daerah.

PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah memiliki keterkaitan dengan PP Nomor 108 Tahun 2000

tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Pengeolaan Keuangan Daerah

secara khusus diatur dalam pasal 14 PP Nomor 105 Tahun 2000 yang menyatakan

bahwa:

a)  Ketentuan tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan
Peraturan Daerah.

b)  Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala
Daerah.

c) Pedoman tentang Pengurusan, Pertanggungjaawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah, serta Tata Cara pennyusunan APBD, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerahm dan Penyusunan Perhitungan APBD ditetapkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri.
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Berdasarkan ketentuan PP Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 14 tersebut,
kemudian Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Kepmendagri Nomor 29
Tahun 20002. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tersebut meruoakan petunjuk
teknis pelaksanaan PP Nomor 105 Tahun 2000 dibidang pengelolaan Keuangan
Daerah dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

2.1.6 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja (performance) dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu
entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan.

Menurut  Halim  (2004:24), kinerja  keuangan daerah  atau
kemampuandaerah merupakan ssalah satu ukuran yang dapat digunakan untuk
melihat kemampuan daerah dalam menjalakan otonomi daerah. Hadirnya otonomi
daerah yang dimulai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentunya membawa konsekuensi terhadap pembiayaan daerah. Sebelum era
otonomi daerah, hampir sebagian pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota se-
Indonesia memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil
pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2002:30) dengan otonomi tedapat dua aspek kinerja
keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding dengan sebelum otonoomi
daerah.

Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus
pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Kehadiran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaanya adalah
momentum dimulainya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara
penuh (desentraisasi fiskal). Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran
daerah, sesuai azas otonomi daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus
lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan
efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai
Reformasi Pembiayaan.

Reformasi manajemen sekor publik terkait dengan perlunya digunakan
model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan
perkembangan jaman, karena perubahan ini tidak hanya perubahan parradigma,

namun juga perubahan manajemen.Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan
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tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari
suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja
daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu
kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.
Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk
dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan
APBD.

Mardiasmo (2002) mendefinisikan bahwa di dalam penelitian indikator
kinerja sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan
pemerintahan daerah, yaitu:

a.  Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan
dalam APBD.

b.  Efisiensi Biaya.

c.  Efektivitas Program.

d.  Pemerataan dan keadilan.

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis
kinerja keuangan daeah yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan.
Analisis rasio keuangan vyaitu dengan membandingkan antara realisasi
pengeluaran dengan alokasi yang dianggarkan. Semakin tinggi jumlah rassio hal
itu menunjukkan bahwa upaya dan Kkinerja pemerintah daerah semakin baik
karena adanya perencanaan dan pengelolaan yang matang, khususnya dalam hal
keuangan daerah.

Guna melakukan analisis terhadap kinerja pemerintah, dilakukan analisis
rasio terhadap realisasi APBD. Hasil analisis rasio keuangan tersebut, selanjutnya
digunakan sebagai tolok ukur dalam (Suprapto, 2006:56) :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam rangka mendukung
terlaksananya otonomi daerah.

2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan
daerah.

3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan
pendapatan daerahnya.
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4. Mengukur Kkontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam
pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur,
demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu
dilakukan meskipun kaidah akuntansi dalam APBD berbeda dengan akuntansi
sektor swasta (Halim, 2002, dalam Suprapto, 2006). Analisis rasio keuangan pada
APBD dilakukan dengan membandingkan antara hasil yang dicapai pada suatu
periode dengan hasil yang dicapai pada periode sebelumnya. Selain itu, analisis
rasio keuangan terhadap APBD juga dapat dilakukan dengan membandingkan
antara rasio keuangan daerah yang satu, dengan daerah yang lain.

Dengan mengadakan peramalan, suatu entitas lebih memiliki pandangan
dalam merencanakan kegiatan-kegiatan maupun untuk menetapkan anggaran
keuangan di tahun berikutnya. Trend jangka panjang (trend sekuler) merupakan
suatu trend yang menunjukkan arah perkembangan secara umum. Trend ini dapat
berbentuk garis lurus atau garis lengkung yang memiliki kecenderungan naik atau
justru menurun. Akan tetapi, kelemahan dari perhitungan ini adalah hasilnya
cenderung selalu naik dari tahun ke tahun, sedangkan perkembangan penerimaan
yang diperoleh belum tentu selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga terkadang
perhitungan untuk perkiraan target penerimaan pada tahun-tahun berikutnya tidak
sesuai dengan kenyataan yang ada.

Penelitian dengan menggunakan analisis rasio pada entitas pemerintahan
masih belum banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan secara teori belum ada
kesepakatan secara bulat mengenai nama dan pengukurannya. Pendapat ini
dipertegas oleh Mardiasmo (2001) yang menyatakan bahwa sampai saat ini belum
terdapat alat ukur kinerja yang standar pada entitas sektor publik.

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini adalah (Widodo, 2001: 261) :

a. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat)
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b. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya

c. Pemerintah pusat /propinsi sebagai bahan masukkan dalam pembinaan
pengelolaan keuangan daerah

d. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham
pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

2.1.7 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan
retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian
keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah
dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain,
misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman (Widodo, 2001 : 262).

. b . Pend A=liD h
Rasio Kemandirian = Srapan S =S X 100%

Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap
sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa
tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama
pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pulasebaliknya.
Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang
merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat
membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan

masyarakat yang semakin tinggi. Berikut tabel tingkat kemandirian daerah :
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Kemampuan Keuangan Kemandirian Pola Hubungan

Daerah
Rendah Sekali 0,00% - 25,00% Instruktif
Rendah 25,01% - 50,00% Konsultatif
Sedang 50,01% - 75,00% Partisipatif
Tinggi 75,01% - 100% Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2007:169)

(1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan
daripada kemandirian pemerintah daeah (daerah yang tidak mampu
melaksanakan otonomi daerah)

(2) Pola hubungan konsultif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah
mulai  berkurangkarena daerah dianggap sedikit lebih  mampu
melaksanakan otonomi daerah.

(3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai
berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya
mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

(4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah
tidak ada karena telah benar-benar mampu dan mandiri dalam

melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.1.8 Rasio Indeks Kemampuan Rutin
Indeks Kemampuan Rutin (IKR) merupakan suatu ukuran yang
menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan pada potensi suatu
pemerintah daerah dalam rangka membiayai belanja rutin daerah. Formula
untuk menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR) seatu pemerintah daerah

adalah sebagai berikut (Berti, 2006) :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Total Belanja Rutin

IKR = X 100%
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Semakin tinggi rasio IKR suatu daerah, mengindikasikan bahwa tingkat
ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan daerah selain PAD
semakin rendah dan semakin tingginya tingkat pertisipasi masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan demikian pula sebaliknya. Tingginya
tingkat pertisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah,
menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Berikut tabel tingkat kemampuan rutin suatu daerah :

% IKR Kemampuan Keuangan Daerah
0-20 Sangat Kurang
20-40 Kurang
40 - 60 Cukup
60 — 80 Baik
80100 Sangat Baik

Sumber : Berti, 2006

2.1.9 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan
target yang ditetapkan beradasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio
efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna
memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu
dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah (Halim,
2007:234).

Realizasi Penerimaan Pendapatan Acsli Daerah
Target Penerimaan PAD yvang Dltetapkan Eerdazarkan
Potensi Riil Daerah

Rasio Efektivitas = x 100%

Rasio efektivitas anggaran menggambarkan tingkat kinerja pemerintah daerah
dalam rangka merealisasikan anggaran yang telah tersusun dalam rancangan
APBD agar mencapai target yang dianggarkan atau bahkan melebihi dari target
yang telah ditetapkan. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi
PAD) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD),

maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan PAD semakin efektif. Sedangkan
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apabila kontribusi keluaran yang dihasilakn (realisasi PAD) semakin Kkecil
terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (Target PAD), maka dapat disimpulkan
bahwa pemungutan PAD kurang efektif. Menurut Halim (2002, dalam Suprapto,
2006), apabila rasio efektivitas mencapai 1 (100%), berarti daerah tersebut

mampu menjalankan tugasnya dengan efektif.

Tabel 3.2 Skala Interval Efektivitas Kinerja Keuangan

Kriteria Presentase Kinerja Keuangan (%o)
Tidak Efektif X < 100%
Efektivitas Berimbang x =100%
Efektif X > 100%

Sumber: Mahsun (2009)
2.1.10 Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan
alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.
Semakin tinggi presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang
digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung
semakin kecil. Secara sederhana rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai
berikut (Widodo, 2001:262):

Total Belanja Rutin
Total APED

Rasio Belanja Rutin terhadap APBD =

x 100%

Total Belanja Pembangunan
Total APED

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD = X 100%

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun
pembangunan terhadap APBD vyang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh
dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang
diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian,
sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu
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pelaksanaan pembangunan masih relatif kecil. Oleh karena itu, rasio belanja
pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan

kebutuhan pembangunan di daerah.

2.1.11 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan
pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya
yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya
pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan
pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu
mendapat perhatian (Widodo,2001:270).

Pertumbuhan PAD ¢ = PAD +§ PRI X 100%

PAD t-1

Apabila semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja Pembangunan yang diikuti
oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhannya adalah positif.
Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan
meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya.
Selanjutnya jika semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan Belanja Rutin yang diikuti
oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya adalah
negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan
dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang

berikutnya.

2.1.12 Analisis Trend
Analisis trend dilakukan untuk mengetahui perkiraan kemungkinan tingkat
kemandirian pada tahun-tahun anggaran yang akan datang. Dalam analisis
trend, digunakan analisis time series dengan persamaan
trend sebagai berikut (Suprapto, 2006) :
Y’ =a+bX

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut :


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Y YXY

Keterangan :

Y’ = Rasio Kemandirian
Y = Tingkat kemandirian
a =Besar Y saat X=0

b =Besar Y jika X mengalami perubahan 1 satuan
X =Waktu

Dengan mengadakan peramalan, suatu entitas lebih memiliki pandangan
dalam merencanakan kegiatan-kegiatan maupun untuk menetapkan anggaran
keuangan di tahun berikutnya. Trend jangka panjang (trend sekuler)
merupakan suatu trend yang menunjukkan arah perkembangan secara umum.
Trend ini dapat berbentuk garis lurus atau garis lengkung yang memiliki
kecenderungan naik atau justru menurun. Akan tetapi, kelemahan dari
perhitungan ini adalah hasilnya cenderung selalu naik dari tahun ke tahun,
sedangkan perkembangan penerimaan yang diperoleh belum tentu selalu
meningkat setiap tahunnya, sehingga terkadang perhitungan untuk perkiraan
target penerimaan pada tahun-tahun berikutnya tidak sesuai dengan kenyataan

yang ada.

2.2 Penelitian Terdahulu

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu:
sama-sama menganalisis tentang kinerja keuangan daerah dan mengidentifikasi
strategi peningkatan PAD, alat analisis yang digunakan salah satunya ada yang
sama yaitu menggunakan alat analisis rasio keuangan untuk mengukur Kinerja
pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian yang menggunakan ada 5
metode yaitu rasio kemandirian, IKR, rasio efektivitas, dan rasio aktivitas dan
rasio pertumbuhan. Selain terdapat beberapa persamaan, tentunya dalam
penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan

tersebut diantaranya yaitu yang pertama selain menggunakan analisis rasio
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keuangan, dalam penelitian ini juga menggunakan alat analisis trend analysis
yang dimana analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkiraan kemungkinan
tingkat kemandirian pada tahun anggaran yang akan datang. Perbedaan kedua
objek yang diteliti berbeda yaitu di Kabupaten Probolinggo. Perbedaan ketiga,

rentang waktu yang diteliti dalam penelitian ini selama tahun 2002-2014.

Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya

No. Judul Metode Variabel Hasil Penelitian
Analisis
1. Sri Haryati (2006) eDerajat eKinerja eKinerja keuangan daerah Kabupaten
Perbandingan Kinerja Desentralisasi Keuangan Sleman mengalami penurunan
Keuangan Daerah eKebutuhan *PAD persentase fiskal setelah
Sebelum dan Sesudah Fiskal ¢APBD pemberlakuan otonomi daerah.
Kebijakan Otonomi eKapasitas Fiskal eKinerja keuangan Kabupaten
Daerah Kabupaten eUpaya Fiskal Sleman sebelum otonomi daerah
Sleman Tahun 1998- lebih baik daripada setelah
2000 pemberlakuan otonomi daerah
2. Martha Yurdila (2009) eRasio eKinerja eSetelah diberlakukannya otonomi
Analisis terhadap Kemandirian keuangan daerah kebijakan otonomi daerah,
Kinerja Keuangan eRasio ¢APBD kinerja keuangan pemerintah
Pemerintah Daerah Efektivitas dan ePAD Kabupaten Bungo masih
pada Kabupaten Bungo  Efisiensi PAD menunjukkan rata-rata kinerja
Sesudah Otonomi eRasio Aktivitas keuangan daerah masih belum
Daerah Tahun 2003- Belanja  Rutin stabil.
2007 dan ePemerintah daerah Kabupaten
Pembangunan Bungo masih belum matang
eDebt Service didalam pengelolaan sumberdaya
Coverage Ratio daerah yang tersedia dan
(DSCR) pendapatan daerah yang diterima.
3. Cherry DhiaWenny  eRegresi Linear  eKinerja ePAD secara simultan berpengaruh
(2012) Berganda keuangan signifikan terhadap kinerja
Analisis Pengaruh eRasio upaya ePajak keuangan pada pemerintah
Pendapatan Asli fiskal daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi
Daerah Terhadap eRetribusi Sumatra Selatan.
Kinerja Keuangan daerah eSecara parsial Lain-lain PAD yang
pada Pemerintah eHasil Sah secara dominan berpengaruh
Kabupaten dan Kota di pengelolah signifikan terhadap kinerja
Provinsi Sumatra an dan keuangan pada pemerintah

Selatan kekayaan Kabupaten dan Kota di Provinsi
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daerah

Sumtra Selatan.

yang
dipisahkan
el ain-lain
PAD yang
sah
David Efendi dan Sri eRasio eKinerja eBerdasarkan rasio kemandirian
Wuryanti (2011) Kemandirian keuangan kemampuan keuangan daerah
Analisis eRasio Derajat  e«APBD Nganjuk memiliki rata-rata yang
Perkembangan Desentralisasi  ePAD rendah sekali.
Kemampuan Keuangan Fiskal eBerdasarkan rasio desentralisasi
Derah Dalam eRasio Indeks fiskal kemampuan keuangan
Mendukung Kemampuan daerah Nganjuk memiliki rata-rata
Pelaksanaan Otoda di Rutin yang rendah sekali.
Kabupaten Nganjuk  eRasio Belanja eBerdasarkan rasio kemampua rutin
Terhadap kemampuan keuangan daerah
APBD Nganjuk memiliki rata-rata sangat
eRasio kecil.
Pertumbuhan eBerdasarkan rasio belanja terhadap
APBD kemampuan keuangan
daerah Nganjuk memiliki rata-rata
yang rendah sekali.
eBerdasarkan rasio pertumbuhan
kemampuan keuangan daerah
Nganjuk terjadi pertumbuhan
positif pada tahun 2005,
2006,2009 dan terjadi
pertumbuhan negative pada tahun
2007 dan 2008.
Puspitasari (Tanpa eRasio eKinerja eAntara PAD dan pengeluaran
Tahun) kemandirian Keuangan pemerintah saling berpengaruh

Analisis Kinerja

Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Malang

eRasio efektivitas ePAD

eRasio efisiensi
eRasio belanja

*APBD

positif diantara keduanya.

eFaktor yang mempengaruhi PAD
sama dengan faktor yang

Tahun Anggaran 2007-  r_tin dan
2011 pembangunan mempengaruhi pengeluaran
thd total belanja pemerintah.
eRasio
pertumbuhan

2.3 Kerangka Konseptual
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Kerangka konseptual ini dibuat berfungsi untuk mempermudah dalam
melakukan suatu pengamatan atau penelitian. Dalam kerangka pemikiran tersebut
akan menggambarkan dan memuat secara runtut kronologis yang akan dibahas
dalam penelitian atau pengamatan untuk mencapai suatu tujuan. Berikut gambar

kerangka konseptual secara keseluruhan

Skema 2.1

Kerangka Konseptual
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Daerah

A 4
Kinerja Keuangan

r\

PAD < APBD
Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengolahan Lain-lain PAD
Daerah yang yang Sah
Dipisahkan

A

y

Rasio Kemandirian K
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Kemampuan Rutin, Rasio Efektivittas, Rasio

Aktivitas, Rasio Pertu

mbuhan, Analisis Trend

v

Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah
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Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 otonomi daerah, yaitu
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini
daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur pemerintahannya secara
mandiri dan menata kepentingan masyarakat dan daerahnya atas ide sendiri
dengan berdasarkan dukungan dan aspirasi masyarakatnya tanpa harus bergantung
pada pemerintah pusat lagi.

Untuk melihat keadaan perekonomian daerah Kabupaten Probolinggo
salah satunya dapat dilihat dari APBD Kabupaten Probolinggo. Didalam APBD
menggambarkan seberapa banyaknya pendapatan daerah yang diperoleh dan
berapa dana yang dikeluarkan untuk daerah serta untuk apa saja dana itu
digunakan, itu semua dapat terlihat pada APBD suatu daerah. Fokus utama dari
APBD vyaitu pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja, dan
pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan.
Selain itu, kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah untuk suatu
pembangunan ditunjukkan dengan signifikansi pengaruh PAD di dalam
membiayai belanja negara. Melalui pendapatan asli daerah (PAD) kita dapat
mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian sutau daerah. Sebab semakin
banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD itu menunjukkan semain
tinggi kualitas otonominya yang dimana itu menunjukkkan semakin mandiri
daerah tersebut. Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu undang-undang,
PAD disini merupkan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBD). Sehingga disini PAD mempunyai pengaruh yang sangat penting juga
dalam penganggaran dan pembiayaan kebutuhan daerah.

Pendapatan Asli Derah (PAD) merupakan sumber penerimaan keuangan
daerah yang digali dari wilayah daerah bersangkutan diperoleh dari sektor pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nantinya dari keempat komponen PAD
akan dianalisis kembali seberapa besar kinerja keuangan daerah di Kabupaten

Probolinggo. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan
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daerah adalah rasio keuangan. Rasio keuangan yang akan digunakan dalam
penelitian ini nantinya yaitu: analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis
rasio efektivitas, indeks kemampuan rutin, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan dan
analisis trend. Setelah diketahui seberapa besar Kinerja keuangan daerah selama
13 tahun tersebut, dapat diamati apakah dalam 13 tahun tersebut kinerja keuangan
daerah Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan atau masih rendah.
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BAB 3. METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan dan penyusunan hasil penelitian ini diperlukan suatu
metodologi penulisan baik guna memperoleh beberapa data yang berhubungan
dengan permasalahan maupun untuk pedoman pembahasan. Adapun metode
penelitian ini di uraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian
deskriptif yaitu penelitian terhadap suatu masalah yang berupa fakta-fakta dari
suatu populasi yang biasanya berkaitan dengan opini dari individu atau kelompok
dengan cara menjelaskan secara jelas. Sedangkan penelitian kuntitatif adalah
penelitian dengan cara mengukur variabel yang berupa angka-angka dan melalui
analisis data dengan prosedur ketentuan statistik. Dalam penelitian ini nantinya
menjelaskan seberapa besar kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten
Probolinggo selama kurun waktu tahun 2002-2014 dan bagaimana meningkatkan
PAD.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Probolinggo yang merupakan suatu
kawasan wilayah di sebelah utara Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Probolinggo
terdiri dari 24 kecamatan dan tersebar menjadi 330 desa. Alasan peneliti memilih
objek tempat di Kabupaten Probolinggo karena perkembangan sektor keuangan
khususnya PAD belum mampu untuk membiayai pengeluaran daerah dan
diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dengan
mengidentifikasi potensi daerah sebagai peluang baru untuk sumber-sumber
penerimaan demi mendukung terlaksananya otonomi daerah. Alasan selanjutnya
memilih rentang waktu antara 2002-2014 karena peneliti ingin melihat sejauh
mana pergerakan dan perubahan di sektor keuangan khususnya PAD serta akibat
keterbatasan data yang diperoleh sehingga peneliti memutuskan untuk
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menggunakan rentang waktu tersebut dengan tetap mempertimbangkan data yang

terbaru.

3.3 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kabupaten Probolinggo selama
tahun anggaran 2002-2014. Pemilihan Kabupaten Probolinggo sebagai objek
penelitian karena Kabupaten Probolinggo sebagai obyek penelitian dengan
melakukan penelitian terhadap Kkinerja keuangan pemerintah kabupaten dan

tingkat kemandirian daerah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu
data yang telah ada dan tersedia baik di buku-buku literatur ataupun sumber-
sumber lain. Data sekunder yang diperlukan berbentuk data kurun waktu (time
series) tahunan untuk tahun 2002-2014 dari variabel-variabel yang digunakan.
Sumber data penelitian ini diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo, BPS Kabupaten Probolinggo, BPS Provinsi Jawa Timur,
dan literatur lainnya. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara
lain:

1. Data APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2002-2014.

2. Data Realisasi APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2002-2014.

3. Data Statistik Keuangan Kabupaten Probolinggo tahun 2002-2014.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperolen data dan informasi yang diperlukan, maka
pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Teknik Dokumentasi, yaitu melalui pencatatan ataupun softcopy atas data-data
yang diperlukan
2. Teknik Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan
yang dapat mendukung penelitian melalui buku-buku, literatur-literatur dan

lain-lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
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3.6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dikatakan
demikian karena penelitian ini menggambarkan menjelaskan variabel-variabel
yang ada. Hal ini untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pada masa otonomi
daerah.

Menurut Widodo dalam Halim (2002 : 126) terdapat beberapa analisa rasio
didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan

data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan
retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian
keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah
dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain,
misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman (Widodo, 2001 : 262).

. o Pend A=liD h
Rasio Kemandirian = SnCARS g e x 100%

Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinei dan Pinjaman

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap
sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa
tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama
pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pulasebaliknya.
Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang

merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat
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membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat

IKR =
kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Berikut tabel tingkat kemandirian
daerah
Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Pola Hubungan
Daerah
Rendah Sekali 0,00% - 25,00% Instruktif
Rendah 25,01% - 50,00% Konsultatif
Sedang 50,01% - 75,00% Partisipatif
Tinggi 75,01% - 100% Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2007:169)

(5) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan
daripada kemandirian pemerintah daeah (daerah yang tidak mampu
melaksanakan otonomi daerah)

(6) Pola hubungan konsultif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah
mulai  berkurangkarena daerah dianggap sedikit lebih mampu
melaksanakan otonomi daerah.

(7) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai
berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya
mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

(8) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah
tidak ada karena telah benar-benar mampu dan mandiri dalam

melaksanakan urusan otonomi daerah.

b. Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) merupakan suatu ukuran yang
menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan pada potensi suatu
pemerintah daerah dalam rangka membiayai belanja rutin daerah. Formula
untuk menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR) seatu pemerintah daerah
adalah sebagai berikut (Berti, 2006) :
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IKR = Pendapatan Asli Daerah

- . X 100%
Total Belanja Rutin ’

Semakin tinggi rasio IKR suatu daerah, mengindikasikan bahwa tingkat
ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan daerah selain PAD
semakin rendah dan semakin tingginya tingkat pertisipasi masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan demikian pula sebaliknya. Tingginya
tingkat pertisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah,
menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Berikut tabel tingkat kemampuan rutin suatu daerah :

% IKR Kemampuan Keuangan Daerah
0-20 Sangat Kurang
20-40 Kurang
40 - 60 Cukup
60 — 80 Baik
80— 100 Sangat Baik

Sumber : Berti, 2006

C. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan
target yang ditetapkan beradasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio
efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna
memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu
dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah (Halim,
2007:234)

Realizasi Penerimaan Pendapatan Acsli Daerah

Rasio Efektivitas = x 100%

T Target Penerimaan PAD vang Diltetapkan Berdasarkan
Potensi Riil Dasrah

Rasio efektivitas anggaran menggambarkan tingkat kinerja pemerintah daerah
dalam rangka merealisasikan anggaran yang telah tersusun dalam rancangan

APBD agar mencapai target yang dianggarkan atau bahkan melebihi dari target
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yang telah ditetapkan. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi
PAD) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD),
maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan PAD semakin efektif. Sedangkan
apabila kontribusi keluaran yang dihasilakn (realisasi PAD) semakin kecil
terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (Target PAD), maka dapat disimpulkan
bahwa pemungutan PAD kurang efektif. Menurut Halim (2002, dalam Suprapto,
2006), apabila rasio efektivitas mencapai 1 (100%), berarti daerah tersebut

mampu menjalankan tugasnya dengan efektif.

Tabel 3.2 Skala Interval Efektivitas Kinerja Keuangan

Kriteria Presentase Kinerja Keuangan (%o)
Tidak Efektif X < 100%
Efektivitas Berimbang x =100%
Efektif X > 100%

Sumber: Mahsun (2009)

d. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan
alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.
Semakin tinggi presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang
digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung
semakin kecil. Secara sederhana rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai
berikut (Widodo, 2001:262):

Total Belanja Rutin
Total APED

Rasio Belanja Rutin terhadap APBD =

x 100%

Total Belanja Pembangunan
Total APED

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD = x 100%

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun

pembangunan terhadap APBD vyang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh
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dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang
diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian,
sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu
pelaksanaan pembangunan masih relatif kecil. Oleh karena itu, rasio belanja
pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan
kebutuhan pembangunan di daerah.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan
pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya
yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya
pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan
pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu
mendapat perhatian (Widodo,2001:270).

Pertumbuhan PAD { =— Dt “PAD &1 1000

PAD t-1

Apabila semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja Pembangunan yang diikuti
oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhannya adalah positif.
Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan
meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya.
Selanjutnya jika semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan Belanja Rutin yang diikuti
oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya adalah
negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan
dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang

berikutnya.

f. Analisis Trend
Analisis trend dilakukan untuk mengetahui perkiraan kemungkinan tingkat
kemandirian pada tahun-tahun anggaran yang akan datang. Dalam analisis
trend, digunakan analisis time series dengan persamaan
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trend sebagai berikut (Suprapto, 2006) :
Y’ =a+bX

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut :

SY XY
a= N b= ZXZ

Keterangan :

Y’ = Perkembangan Kemandirian
Y =Tingkat kemandirian

c = BesarY saat X=0

d =BesarY jika X mengalami perubahan 1 satuan
X = Waktu

Dengan mengadakan peramalan, suatu entitas lebih memiliki pandangan
dalam merencanakan kegiatan-kegiatan maupun untuk menetapkan anggaran
keuangan di tahun berikutnya. Trend jangka panjang (trend sekuler)
merupakan suatu trend yang menunjukkan arah perkembangan secara umum.
Trend ini dapat berbentuk garis lurus atau garis lengkung yang memiliki
kecenderungan naik atau justru menurun. Akan tetapi, kelemahan dari
perhitungan ini adalah hasilnya cenderung selalu naik dari tahun ke tahun,
sedangkan perkembangan penerimaan yang diperoleh belum tentu selalu
meningkat setiap tahunnya, sehingga terkadang perhitungan untuk perkiraan
target penerimaan pada tahun-tahun berikutnya tidak sesuai dengan kenyataan
yang ada.

3.7 Definisi Operasional Variabel
1. Otonomi Daerah
Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus ruamh
tangganya sendiri menurut prakarsa sendiri berdasarkan asprirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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Kinerja Keuangan Daerah

Tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah
yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan
indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau
ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.
Kemandirian Keuangan Daerah

Tujuan dari kemandirian keuangan daerah untuk mengetahui
kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah
adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-
masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya
target-target perencanaan terhadap realisasinya.

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah dari sumber-sumber daerah iitu sendiri, yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, teridir dari: pajak daerah, retribusi daerah,
hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah dan diukur dengan sauan rupiah.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah
dalam rupiah. APBD memuat rincian semua penerimaan darah disatu
sisi dan pengeluaran daerah di sisi lain. Pada sisi penerimaan APBD
terdiri dari sisa lebih anggaran tahun lalu, PAD, bagi hasil pajak, dan
perimbangan dari pemerintah pusat baik berupa DAU dan DAK,
bantuan dari provinsi atau kabupaten lainnya, serta penerimaan lainnya
yang sah menurut undang-undang. Disisi pengeluaran APBD terdiri

dari belanja rutin dan belanja pembangunan.
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belanja langsung mengalami kenaikan setiap tahun. Artinya, peningkatan jumlah
belanja daerah setiap tahun, tidak disebabkan oleh meningkatnya alokasi belanja
bagi pembangunan daerah, namun disebabkan oleh meningkatnya alokasi belanja
gaji bagi para pegawai pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
kesehatan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo tergolong kurang
sehat, karena dilihat dari perkembangan alokasi belanja daerah Kabupaten
Probolinggo selama 13 tahun terakhir dialokasikan untuk membiayai belanja

pegawai.

BAB 5. PENUTUP

51 Kesimpulan
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa
besar kinerja keuangan daerah Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu tahun
2002-2014 dengan menganalisis strategi peningkatan PAD di Kabupaten
Probolinggo. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan sebagai
berikut:

1.  Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan dengan menggunakan 5
metode menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan rasio kemandiriannya,
rata-rata rasio sebesar 25,35% yang menunjukkan dimana pola
kemandirian daerahnya berada pada pola kemandirian yang instruktif.
Hasil dari perhitungan rasio IKR, rata-rata rasio sebesar 15,94% yang
menunjukkan bahwa kemampuan kinerja keuangan daerah masih kurang
mampu dalam rangka membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah.
Hasil dari perhitungan rasio efektifitas, rata-rata rasio sebesar 114,80%
yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah telah berjalan efektif.
Hasil perhitungan rasio aktivitas terhadap APBD menunjukkan bahwa
selama kurun waktu 13 tahun kinerja keuangan masih didominasi oleh
belanja rutin. Hasil dari rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Probolinggo
cenderung meningkat setiap tahunnya. Pemerintah  Kabupaten
Probolinggo mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang terdapat
didaerahnya sehingga pendapatan yang dihasilkan dari pos PAD
mengalami pertumbuhan yang meningkat.

2.  Berdasarkan dari analisis trend kemandirian keuangan daerah dapat
diketahui bahwa proyeksi tingkat kemandirian daerah Kabupaten
Probolinggo untuk lima (5) tahun yang akan datang akan terus mengalami

peningkatan.

52  Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan perumusan kesimpulan dari hasil
penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan
peneitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis diantaranya sebagai berikut:
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1. Bagi peneliti
Bagi peneliti yang nantinya ingin meneliti tentang kinerja keuangan
diharapkan melihat kinerja keuangan daerah tidak hanya melihat dari sisi
rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio aktivitas dan rasio
pertumbuhan tetapi juga mempertimbangkan untuk melihat kinerja
keuangan suatu daerah dari sisi rasio efisiensi dan modal kerja, sehingga
nantinya akan diketahui lebih detail seberapa besar kinerja keuangan
daerah. Selain itu diharapkan bagi penelitian selanjutnya yang ingin
meneliti dengan tema yang sama hendaknya menggunakan jumlah variabel
yang lebih beragam dan objek yang berbeda sehingga hasil berikutnya
lebih bervariasi dan lebih bermanfaat sehingga dapat memberikan
tambahan pengatehuan yang baru.

2. Bagi pemerintah
Berdasarkan hasil penelitian diperolen hasil bahwa kinerja keuangan
daerah selama 10 tahun terdapat beberapa sektor yang belum maksimal
dan perlu untuk ditingkatkan kembali. Pemerintah Kabupaten Probolinggo
harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan
mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan
meminta wewenang yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan
lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat/provinsi untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

3.  Bagi akademisi
Bagi akademisi diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang
dimiliki untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah
dengan melalui berbagai media sehingga nantinya pemerintah daerah dapat
bergerak lebih cepat dalam memperbaiki sistem kinerja keuangannya agar
lebih baik lagi. Selain itu apabila nantinya ingin meneliti dengan tema
yang sama dan nantinya terdapat perbedaan hasil yang diperoleh, kiranya
dapat menyampurnakan lebih baik lagi sebagai penyempurnaan dan
tambahan pengetahuan khususnya dibidang ekonomi regional.
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